
 
 
 

 

QANUN KOTA LANGSA 

NOMOR    7   TAHUN 2008 

TENTANG 

RETRIBUSI PARKIR 

B I S M I L L A H I R R A H M A N I R R A H I M 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

WALIKOTA LANGSA, 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 

Daerah dan Restribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 

2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Tempat Parkir merupakan 

jenis Retribusi Kota Langsa; 

b.   bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dalam upaya menggali 

sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk peningkatan pelayanan 

kepada masyarakat, partisipasi dan peran masyarakat dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, maka perlu 

melaksanakan pemungutan Retribusi Tempat Parkir dengan menetapkan 

dalam suatu Qanun. 

 
Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480); 

3. Undang –Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 

dan …… 



  

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3893); 

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  

7. Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004  

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438);   

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3258); 

11. Peraturan Pemerintah  Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

12. Peraturan …… 



  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);                        

13. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun 

(Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03). 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA 

Dan 

WALIKOTA LANGSA 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG RETRIBUSI PARKIR 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Qanun  ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kota Langsa. 

2. Pemerintah Daerah kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kota yang terdiri atas Walikota 

dan Perangkat Daerah Kota. 

3. Walikota adalah Walikota Langsa. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya disebut Dewan 

Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah Kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah DPRK Kota Langsa. 

6. Perangkat Daerah Kota Langsa adalah unsur pembantu Walikota dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah 

Kota Langsa, Sekretariat DPRK Langsa, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, 

Kecamatan. 

7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Langsa. 

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa. 

9. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika Kota Langsa. 

10. Kepala …… 



  

10. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa. 

11. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

12. Retribusi Parkir adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau 

badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

13. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, 

Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau 

Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, 

Kongsi, Koperasi atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, 

Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan usaha lainnya; 

14. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat 

sementara; 

15. Tempat Parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan umum tertentu 

dan/atau tempat khusus parkir yang telah ditetapkan oleh Walikota sebagai 

tempat parkir kendaraan bermotor; 

16. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum; 

17. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau 

dikelola oleh Pemerintah Kota yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, 

taman parkir dan gedung parkir; 

18. Pelataran/lingkungan parkir adalah tempat parkir di depan bangunan 

Pemerintah Kota (seperti Rumah Sakit Umum Daerah, Kantor, dan sejenisnya) 

atau kawasan lainnya seperti kawasan perdagangan/keramaian dan 

sejenisnya, atau ditentukan lain oleh Walikota; 

19. Gedung parkir adalah bangunan yang disediakan khusus untuk tempat parkir; 

20. Taman parkir adalah suatu areal/taman yang khusus diperuntukkan untuk 

tempat parkir; 

21. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa 

angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan; 

22. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari 

kendaraan bermotor  atau Kendaraan tidak bermotor; 

23. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik 

yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta 

yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor; 

24. Retribusi  …… 



  

24. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau 

diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 

umum serta dapat dinikmati oleh orang atau pribadi atau badan; 

25. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip–prinsip komersial karena pada 

dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; 

26. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa terhadap 

pemberian ijin dan atau Rekomendasi tertentu yang khusus disediakan dan 

atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau 

badan. 

27. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota  berupa usaha dan pelayanan yang 

menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

28. Retribusi Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas 

pelayanan penyediaan tempat parkir baik ditepi jalan umum maupun di 

tempat yang khusus disediakan, dimiliki atau dikelola Pemerintah Kota, tidak 

termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak 

swasta; 

29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 

perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu. 

30. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 

waktu bagi wajib Retribusi dalam rangka menerima pelayanan prima yang 

diberikan oleh Pemerintah Kota. 

31. Perhitungan Retribusi Daerah adalah rincian besarnya Retribusi yang harus 

dibayar oleh wajib Retribusi baik pokok Retribusi, Bunga, kekurangan 

pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi maupun sanksi 

administrasi. 

32. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah 

atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan. 

33. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah 

atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan. 

34. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat   

SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan 

data  …… 



  

data objek Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi 

yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah. 

35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah 

surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang. 

36. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat 

untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga 

atau denda. 

37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat 

SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi 

terhutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok 

Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 

38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat di 

singkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan 

pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada 

Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang. 

39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya 

disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas 

jumlah Retribusi yang telah ditetapkan. 

40. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat 

yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau 

penyetoran Retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang 

ditentukan oleh Walikota. 

41. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap 

SKRD, SKRDKBT, SKRLDB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh 

pihak ketiga yang diajukan oleh wajib Retribusi. 

42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, 

mengolah data dan atau keterangan lain untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan perundang-undangan Retribusi Daerah; 

43. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian 

tindakan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan 

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi 

Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

 

 BAB II  …… 



  

BAB II 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

Pasal 2 

Dengan nama Retribusi Parkir dipungut Retribusi atas setiap kendaraan bermotor 

yang parkir di tepi jalan umum dan atau di tempat khusus parkir yang disediakan 

Pemerintah Kota sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir. 

Pasal 3  

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang 

meliputi : 

a. Tepi jalan umum; 

b. Pelataran/lingkungan parkir; 

c. Taman parkir; 

d. Gedung parkir. 

(2) Tidak termasuk objek Retribusi adalah tempat parkir yang dimiliki dan atau 

dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta. 

Pasal 4  

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 

memanfaatkan/menggunakan pelayanan tempat parkir. 

BAB III 

GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 5  

(1) Retribusi Parkir di tepi jalan umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa 

Umum. 

(2) Retribusi tempat khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. 

BAB IV 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal 6  

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jangka waktu 

penggunaan tempat parkir. 

 

 
BAB V  …… 



  

BAB V 

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR  

DAN BESARNYA TARIF 

Pasal 7  

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi 

didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan 

jasa pelayanan dalam  rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap 

memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat 

dan prinsip keadilan. 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengadaan marka, 

biaya pengadaan rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan 

administrasi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan 

pengendalian. 

BAB VI 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

Pasal 8  

(1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan 

dan jenis kendaraan; 

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

sebagai berikut : 

a. Tepi jalan umum 

- Untuk Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) atau lebih sebesar            

Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) sekali  parkir; 

- Untuk Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) sebesar Rp. 1.000,- 

(seribu rupiah) sekali parkir; 

- Untuk Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) sebesar Rp. 500,- (lima ratus 

rupiah) sekali parkir. 

b. Pelataran/lingkungan parkir  

- Untuk Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) atau lebih sebesar            

Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) sekali  parkir; 

- Untuk Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) sebesar Rp. 1.000,- 

(seribu rupiah) sekali parkir; 

- Untuk Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) sebesar Rp. 500,- (lima ratus 

rupiah) sekali parkir. 

c. Taman  …… 



  

c. Taman parkir 

- Untuk Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) atau lebih sebesar            

Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) sekali  parkir; 

- Untuk Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) sebesar Rp. 1.000,- 

(seribu rupiah) sekali parkir; 

- Untuk Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) sebesar Rp. 500,- (lima ratus 

rupiah) sekali parkir. 

d. Gedung parkir 

- Untuk Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) atau lebih sebesar            

Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per 5 (lima) jam; 

- Untuk Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) sebesar Rp. 2.000,- (dua 

ribu rupiah) per 5 (lima) jam; 

- Untuk Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) sebesar Rp. 1.000,- (seribu 

rupiah) per 5 (lima) jam. 

e. Gedung dan Taman Parkir milik swasta 

- Setiap pemilik gedung dan taman parkir milik swasta wajib 

menyerahkan 20% (dua puluh persen) dari potensi pendapatan 

Retribusi parkir per tahun. 

(3) Khusus tarif parkir Becak Mesin dipungut biaya parkir sebesar Rp 10.000,- 

(sepuluh ribu rupiah) per bulan. 

BAB VII 

WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 9  

Wilayah pemungutan Retribusi parkir dipungut di wilayah/Daerah tempat 

pelayanan fasilitas parkir diberikan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Walikota. 

BAB VIII 

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG 

Pasal 10  

Masa dan saat pemungutan Retribusi parkir adalah frekuensi dan Jangka Waktu 

atau ditetapkan lain oleh Walikota. 

 

 

Pasal  11  …… 



  

Pasal 11  

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain 

yang dipersamakan. 

BAB IX 

TATA CARA PEMUNGUTAN 

Pasal 12  

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan kecuali di tempat-tempat 

khusus atau ditetapkan lain oleh Walikota. 

(2) Retribusi dipungut dengan penggunaan SKRD (Surat Keterangan Retribusi 

Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan. 

 

Pasal 13  

Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 disetorkan ke 

Kas Daerah. 

BAB X 

TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal 14   

(1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD (Surat Keterangan Retribusi 

Daerah) dan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah) terhadap wajib Retribusi 

pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. 

(2) Penagihan Retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

BAB XI 

TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 15  

(1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus. 

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur 

lebih lanjut oleh Walikota. 

 

 BAB XII  …… 



  

BAB XII 

KEBERATAN 

Pasal 16  

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau 

Pejabat  yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan 

SKRDKBT dan SKRDLB. 

(2) Keberatan diajukan dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan 

yang jelas. 

(3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, 

wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan 

Retribusi tersebut. 

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan 

sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRDKBT dan 

SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat 

menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan 

di luar kekuasaannya. 

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak 

dipertimbangkan. 

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan 

pelaksanaan penagihan Retribusi. 

Pasal 17  

(1) Walikota Langsa dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal 

diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. 

(2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau 

sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan 

Walikota tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan 

tersebut dianggap dikabulkan. 

BAB XIII 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Pasal 18  

(1) Atas Kelebihan Pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan 

Permohonan  Pengembalian kepada Walikota. 

(2) Walikota  …… 



  

(2) Walikota dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya 

Permohonan kelebihan  Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), harus memberikan Keputusan. 

(3) Apabila Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui 

dan Walikota tidak memberikan suatu Keputusan Permohonan 

Pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan 

dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, kelebihan 

pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan 

untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut. 

(5) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan pada jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 

ditetapkannya SKRDLB (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar). 

(6) Apabila Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah 

jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan denda sebesar 

2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan 

Retribusi. 

Pasal 19  

(1) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi diajukan secara 

tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : 

a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi; 

b. Masa Retribusi; 

c. Besarnya Kelebihan Pembayaran; 

d. Alasan yang singkat dan jelas. 

(2) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi disampaikan 

secara langsung atau melalui pos tercatat. 

(3) Bukti Penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti Pengiriman Pos tercatat 

merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota. 

Pasal 20  

(1) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan dengan 

menerbitkan surat perintah membayar Kelebihan Retribusi. 

(2) Apabila Kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang 

Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Pembayaran 

dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan yang 

berlaku sebagai bukti pembayaran. 

BAB XIV  …… 



  

BAB XIV 

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  

PEMBEBASAN RETRIBUSI 

Pasal 21  

(1) Walikota  dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan 

Retribusi. 

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan Pembebasan Retribusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan 

wajib Retribusi.  

(3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain 

diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau 

kerusuhan. 

(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan 

oleh Walikota. 

BAB XV 

KEDALUARSA PENAGIHAN 

Pasal 22  

(1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi, kedaluarsa setelah melampaui 

jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, 

kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana dibidang Retribusi. 

(2) Kedaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

tertangguh apabila: 

a. Diterbitkannya surat teguran; atau 

b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung 

maupun tidak langsung.  

BAB XVI 

SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 23  

Dalam hal wajib Retribusi  tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar,  

dikenakan sanksi administrasi yang berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) 

setiap bulan  dari besarnya Retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang 

bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah. 

 
BAB XVII  …… 



  

BAB XVII 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 24  

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan 

Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 

(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi 

terhutang. 

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran. 

BAB XVIII 

PENYIDIKAN 

Pasal 25  

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Qanun ini, dilaksanakan oleh Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota yang  

pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

(2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah agar 

keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas; 

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan  mengenai orang 

pribadi atau Badan tentang kebenaran pembuatan yang dilakukan 

sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah; 

c. Meminta keterangan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 

sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah; 

d. Memeriksa bukti-bukti catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan 

dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; 

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 

pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan 

terhadap barang bukti tersebut. 

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan 

Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah; 

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan 

atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan identitas 

orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e. 

h. Memotret  …… 



  

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi 

Daerah; 

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi; 

j. Menghentikan Penyidikan; 

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak 

Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya 

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

BAB XIX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 26  

(1) Agar pemilik bangunan yang diperuntukkan untuk perdagangan, perniagaan 

dan sejenisnya dapat membayar Retribusi Parkir setiap bulan/tahunnya atau 

ditetapkan lain oleh Walikota. 

(2) Bangunan yang dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk bangunan yang 

dipergunakan untuk tempat tinggal. 

BAB XX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 27  

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2003 

tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 

lagi. 

Pasal 28  

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai ketentuan 

pelaksanaanya akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

 

 
Pasal  29  …… 



  

Pasal 29  

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun 

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa. 

 
Disahkan  di    Langsa  
pada tanggal   27 Oktober  2008 M 
         27  Syawal   1429 H 
   
    

WALIKOTA LANGSA, 
 

ttd. 
 

ZULKIFLI ZAINON 
Diundangkan di Langsa  
pada tanggal  27 Oktober 2008 M 
             27  Syawal   1429 H 

 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, 
 
                             ttd. 
 

      SYAIFULLAH 
 

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN  2008  NOMOR  7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


